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Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Sak 

PUTUSAN 

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Sak 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam 

sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 

Kandis, 23 Desember 1998, agama Islam, 

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan 

SD, tempat kediaman di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Siak 

Provinsi Riau, dalam hal ini menguasakan 

kepada kuasa hukumnya PARNO 

PURWANTO, S. H., dkk., Advokat pada Kantor 

Hukum pada KANTOR HUKUM PINTU SOKI 

yang berkedudukan di Jl. Sultan Syarif Kasim 

Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak Provinsi Riau, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 

2025 sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 

Kandis, 06 Oktober 1992, agama Islam, 

pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, 

tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Sak 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari 

itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Sak, mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bawa pada tanggal 18 Agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan 

antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx 

Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam kutipan akta 

Nikah No: xxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2016; 

2. Bahwa pada waktu akad menikah, penggugat berstatus gadis, sedangkan 

tergugat berstatus lajang; 

3. Bahwa selama masa perkawinan, penguggat dan tergugat sudah dikaruniai 

Dua orang anak; 

• Anak I, Perempuan, Kandis, 16 April 2017; 

• Anak II, Laki-Laki, Kandis, 25 Agustus 2019; 

4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Perumahan 

Karyawan Pondok PKS Libo hingga berpisah; 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh penggugat setelah berumah 

tangga dengan tergugat hanya berlangsung hingga tahun 2019, 

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :  

a. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Istri; 

b. Bahwa Tergugat bermain judi online dan sering meminta uang ke istri 

untuk bermain judi online; 

c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pergi mancing pulang jam larut 

malam; 

d. Bahwa Tergugat kurang Perhatian dan Kasih sayang terhadap anak dan 

istri; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 

tanggal 14 November 2023 dimana waktu itu Penggugat kembali kerumah 

orang tua Penggugat di Kelurahan Kandis Kota, karena sudah tidak tahan 

lagi dengan kelakuan Terguat dan sejak sa’at itu antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi layaknya suami isteri;  

7. Bahwa untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sudah sepakat 

bahwa anak Pertama dibawah pengasuhan Tergugat sementara anak 

Kedua dibawah pengasuhan Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak 

keluarga namun tidak berhasil; 

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari 

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; 

10.Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, gugatan perceraian Penggugat 

terhadap Tergugat  telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)  Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini 

dikabulkan; 

11.Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

PRIMER  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; 

   

 SUBSIDER 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil adilnya (ex aequo et bono);  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa, sebelum persidangan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat 

telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut 

Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula 

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun 

kepadanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan 

Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 08 Januari 2025 

dan  20 Januari 2025, dan ternyata ketidakhadiranya itu tidak berdasarkan 

alasan yang sah menurut hukum; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen 

elektronik, surat gugatan dan surat kuasa khusus dari kuasa hukum Penggugat 

pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi 

Pengadilan, dan ternyata telah lengkap; 

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai 

sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat 

kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga 

dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil. Kemudian 

persidangan dinyatakan tertutup untuk umum; 

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah 

untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat 

perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti 

persidangan secara elektronik/ e_litigasi, namun karena Tergugat tidak pernah 

hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh 

karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk 

beracara secara elektronik/e_litigasi, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai 

persetujuan untuk beracara secara elektronik/ e_litigasi, namun oleh karena 

perkara ini didaftarkan secara elektronik/e_litigasi, maka pemeriksaan perkara a 

quo dilaksanakan persidangan secara elektronik/ e_litigasi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal 

persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan yang telah 

disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan 

sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang; 

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 

17/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 06 Januari 2025 tersebut dibacakan, lalu 

Penggugat yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya; 

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat 

didengar keterangan dan/ atau jawabannya; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1.  Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor No. 

xxxxxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, telah 

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, 

kemudian oleh Hakim Ketia diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, SAKSI 1, NIK. xxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Porsea/08 

Februari 1985 umur 39 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, 

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kabupaten Siak Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Penggugat dan Saksi kenal 

dengan Tergugat dan Penggugat; 

− Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah secara 

resmi pada Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

xxxxxxxxxxxxx; 

− Bahwa Saksi tahu jika pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus 

gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxx; 

− Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang 

anak tersebut 1 (satu) orang bersama Penggugat dan 1 (satu) orang 

bersama Tergugat; 

− Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak 

harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat 

dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya 

dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak 

tahun 2019 yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena 

Tergugat sering judi online dan sering minta uang kepada Penggugat 

sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, 

sementara Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak 

dan isteri; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yang 

lalu Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya dengan 

membawa 1 orang anak sementara Penggugat tetap tinggal dirumah 

kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana 

layaknya suami istri; 

− Bahwa Saksi melihat jika Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap 

tidak mau lagi bersama kembali dengan Penggugat karena Tergugat 

tidak mau lagi melanjutkan pernikahan dengan Penggugat dan bukti 

nyatanya tidak pernah hadir menghadap ke persidangan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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− Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun 

tidak berhasil; 

− Bahwa Pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar 

mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih 

bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Saksi 2, SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Lw Perbunga/15 

Mei 1972 umur 52 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan 

xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Siak 

Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu; 

− Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah secara 

resmi pada Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

xxxxxxxxx; 

− Bahwa Saksi tahu jika pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus 

gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka; 

− Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat Perumahan 

xxxxxxxxxxxxxxxx; 

− Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang 

anak yang saat ini bersama Penggugat; 

− Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak 

harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat 

dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya 

dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak 

tahun 2019 yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena 
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Tergugat sering judi online dan sering minta uang kepada Penggugat 

sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, 

sementara Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak 

dan isteri; 

− Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yang 

lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas; 

− Bahwa bahwa saksi pernah mendengar dari kawankawanya bahwa dia 

suka judi online dan saksi pernah mendengar pengakuan dari Tengugat 

sendiri bahwa benar dia suka judi online; 

− Bahwa Saksi tahu keluarga telah melakukan mediasi Penggugat dan 

Tergugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

− Bahwa saksi tahu Pihak keluarga juga telah berupaya menasihati 

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat 

dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan 

sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 141 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat didampingi 

kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara 

resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 

17/Pdt.G/2025/PA.Sak tanggal 08 Januari 2025 dan  20 Januari 2025, dan 

ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara 

hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan 

dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang mana 

hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang 

beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim 

berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat 

tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak 

ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut 

diduga benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat 

mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai 
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mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura; 

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan 

Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat 

adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak 

pernah putus hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat 

yang diberi tanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil 

pembuktian sebagaiman ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan 

ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan 

kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai legal 

standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah 

menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali 

membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis 

Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud 

dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis. Pasal 115 Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat 

mediasi dikecualikan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara 

elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa 
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kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis 

Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan 

kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara 

elektronik/ e_litigasi, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke 

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya 

Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan 

mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, akan tetapi meskipun 

Majelis Hakim  tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara 

dan mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, karena  perkara ini 

didaftarakan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara a quo 

dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan 

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik juncto ketentuan angka III huruf C Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan 

Secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan 

jadwal persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan 

yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di 

persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 

21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto 
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Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk 

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 

Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan 

Penggugat tertanggal 06 Januari 2025 Masehi yang terdaftar di Register 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2025/PA 

Sak. tanggal 06 Januari 2025, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan 

maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat 

mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara 

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit 

dirukunkan kembali yang disebabkan oleh: 

a) Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Istri; 

b) Bahwa Tergugat bermain judi online dan sering meminta uang ke istri 

untuk bermain judi online; 

c) Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pergi mancing pulang jam larut 

malam; 

d) Bahwa Tergugat kurang Perhatian dan Kasih sayang terhadap anak dan 

istri; 

e) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

sekitar tanggal 14 November 2023 dimana waktu itu Penggugat kembali 

kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandis Kota, karena sudah 

tidak tahan lagi dengan kelakuan Terguat dan sejak sa’at itu antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi 

layaknya suami isteri; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tida pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan 

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 
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Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan 

tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok 

perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi 

mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan 

mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg 

jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari 

kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu 

Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;   

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat 

dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan 

yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan belum pernah 

bercerai menurut hukum sampai saat ini; 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang 

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi 

Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi 

keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak 

terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya 

sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim 

menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan 

dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri; 

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian 

dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan 

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut 

menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan 

Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan 
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saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran 

serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim 

menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang 

saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts 

gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus 

dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi 

yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan 

bahwa saksi mengetahui secara langsung perpisahan Penggugat dan Tergugat 

telah sekian lama, tetapi telah dinasehati namun tidak berhasil, menunjukkan 

hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya 

pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, 

dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, 

serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat 

disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut: 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah 

yang menikah pada 18 Agustus 2016 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx;  

− Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 

2 orang anak; 

− Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada 

mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, 

antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara 

keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 ½ (satu setengah) tahun 

lamanya dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai 

pasangan suami-istri dimana Tergugat telah pergi meninggalkan 

Penggugat dari kediaman bersama; 

− Bahwa Penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan 

pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak menafkahi 

Penggugat secara layak karena Tergugat suka bermain judi online; 
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− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasehatan oleh 

keluarga, dan orang terdekat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup 

rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah yang 

erat kaitannya dengan privasi suami-istri, yang mana tidak semuanya dapat 

diketahui oleh orang lain namun perpisahan yang terjadi lebih dari 1 tahun dan 

tidak ada niatan untuk kembali bersatu lagi, maka majelis hakim berpendapat 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, 

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : “suami-isteri yang 

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, 

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada 

dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit 

dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang 

baik; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai yang sulit untuk 

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga 

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi; 

إلِ ي ْه اَو ج ع لَ وَ  لتِ سْكُنُ وْاَ أ زْو اجًاَ أ نْ فُسِكُمَْ مِنَْ ل كُمَْ َ أ نَْخ ل ق  تهَِِ أ يَ  فََِِ  مِنَْ إِنََّ و ر حْْ ةًَ ن كُمَْمَّو دَّةًَ ب  ي ْ
تٍَلِِّق وْمٍَي َّت  ف كَّرُوْنَ  َلَ  يَ   ذ لِك 

Artinya :  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
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dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih 

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak 

juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang 

berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa 

keadilan, sebagaimana dalam kitab Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, 

halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 

ينفعَفيهَنصحَولاَصلحَوََ قدَاختارَالإسلامَنظامَالطلاقَحينَتضطربَالحياةَالزوجيةَولمَ
ا الربطةَ تصبحَ يحكمحيثَ أنَ معناهَ الاستمرارَ لَنَ روحَ غيرَ منَ صورةَ أحدَ  لزوجيةَ علىَ

 الزوجينَبالسجنَالمؤبد.َوَهذاَتأباهَروحَالعدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan 

rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi 

nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya 

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara 

yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa 

keadilan”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan 

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika 

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah 

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan pada perkara ini telah terpenuhi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi 

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Sak 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai 

Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama 

adalah talak bain shugra; 

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan 

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz 

VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi; 

 طلقة القاضى عليها طلق  لزوجها الزوجةَ رغبة عدم اشتدَ وإن

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada 

suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan 

talak satu”; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana ketentuan 

hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam 

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi 

keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang 

menghadap ke persidangan, tidak hadir. 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT). 
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura pada hari Jum’at tanggal 31 Januari 2025 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1446 Hijriah oleh A Wafi, S.H.I., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Siswanto, S.H.I., M.H. dan Susi Endayani, S.Sy., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairul Anuar, S.H. sebagai 

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya 

Tergugat. 

 

Hakim Ketua, 

 

 

                         A. Wafi, S.H.I, M.H. 

 

         Hakim Anggota,                         Hakim Anggota, 

               

 

        Siswanto, S.H.I, M.H..                  Susi Endayani, S. Sy  

 

 

  Panitera Pengganti,  

 

 

                          Khairul Anuar, S.H. 

 

 

Perincian biaya Perkara: 

1. PNBP 

a. Pendaftaran : Rp30.000,00 
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b. Relaas Pertama Penggugat : Rp10.000,00 

c. Relaas Pertama Tergugat  : Rp10.000,00 

d. Redaksi  : Rp10.000,00 

e. Pemberitahuan Putusan  : Rp10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp80.000,00 

3. Panggilan Penggugat : Rp0 

4. Panggilan Tergugat (2 Kali) : Rp1.100.000,00 

5. Pemberitahuan Isi Putusan  : Rp550.000,00 

6. Meterai  : Rp10.000,00 

              Jumlah                          : Rp1.810.000,00 

                  (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). 

 

 

 

Untuk Salinan 

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

 

 

Zetti Aqmy, S.Ag. 
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